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Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang 
perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku 
menyimpang di bidang merek akan selalu terjadi. Rumusan masalah 
dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum merek terkenal di 
Indonesia, bagaimana akibat hukum pembatalan pendaftaran merek dari 
daftar umum merek, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. 
 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library 
research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan 
analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-
HKI/2024. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum 
primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara 
kualitatif. 
 
Perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah mendaftarkan 
merek adalah melakukan pencoretan/pembatalan merek dari Daftar 
Umum Mereka akibat mendaftarkan merek yang mengandung unsur 
persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan dengan 
itikad tidak baik yang bertujuan menyesatkan masyarakat pengguna 
merek agar membeli merek produknya dan memperoleh keuntungan 
pribadi yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan ekonomi 
pemegang merek terdaftar yang sudah dikenal reputasinya di masyarakat 
terlebih dahulu. 
 
Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum merek terkenal 
di Indonesia  diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Huruf b dan c Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Akibat hukum pembatalan pendaftaran merek Legend dari daftar umum 
merek adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum dan ibatalkan 
pendaftarannya serta dicoret dari Daftar Umum Merek karena perbuatan 
tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik dan persaingan 
tidak sehat. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 adalah tergugat memiliki itikad tidak 
baik sehingga hal tersebut sebagai alasan pencoretan merek dari  dalam 
Daftar Umum Merek. Direktorat merek prinsipnya menolak permohonan 
pendaftaran merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau 
persamaan secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar lebih 
dulu dan sudah dikenal di masyarakat.Saran dalam penelitian ini adalah 
agar pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan yang diharapkan oleh 
pemilik/pemegang merek yang sah (yang sudah terdaftar lebih dulu) 
benar-benar memberikan perlindungan hukum kepada pemilik/pemegang 
merek yang sah. 
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